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A. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 
1. Kajian Teori 
a. Pemerdayaan  ekonomi masyarakat 
1. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat 
Pada hakikatnya upaya-upaya pembangunan di tingkat 
komunitas memfokuskan pada pemberdayaan warga komunitas 
dengan melakukan power sharing agar masyarakat memeiliki 
kemampuan dan kesejahtraan dengan beragam stakeholders 
lainya. Oleh kerna itu, semua stakeholders sebagai pelaku 
perubahan sebagai perubahan dalam proses pembangunan berupa 
memberdayakan warga komunitas (dari kekurangan berdaya 
menjadi lebih berdaya) baik dari tingkat individu, keluaga, 
kelompok-kelompok sosial, ataupun komunitas guna mencapai 
kehidupan lebih baik.
4
 
Istilah pemberdayaan (empowerment) Menurut Ginanjar 
Kartasasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 
daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan 
membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk 
mengembangkan
5
. Sedangkaan menurut Wuradji yang dikutip 
oleh Azis pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran 
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masyarakat yang dilakukan secara transformative, partisipatif dan 
berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam 
menanganiberbagai persoalan dasar yang dihadapi dan 
meningkatkan kondisi hidup sesuai dengann harapan
6
. 
Dengan kata lain pemberdayaan merupakan sebuah proses 
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian 
kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 
kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 
yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, 
maka pemberdayaan menujuk pada keadaan atau hasil yang 
ingindicapai oleh sebuah perubahan sosial
7
. 
Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, 
kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka 
meningkatkan kemapuan warga miskin untuk menentukan masa 
depannya sendiri berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
8
 
Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, 
kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk 
meningkatkan kemapuan mereka dalam menentukan masa 
depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi 
kehidupan dari masyarakat. 
Cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan 
dengan mengembangkan kebijakan khusus, melaksananakan 
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program khusus. Dan banyak lagi program-program yang kita 
jalankan selama ini, agar rakyat kita makin kedepan makin 
berkemampuan. dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melaksanakan dua program khusus yaitu:
9
 
1. Program yang pertama adalah memberikan bantuan langsung 
kepada mereka yang tidak mampu, yang miskin. Misalnya 
beras untuk rakyat miskin, kemudian askeskin, BOS, subsidi 
untuk berbagai profesi petani dan lain-lain. 
2. Program kedua adalah menyediakan lapangan kerja, yang 
bisa langsung mengurangi kemiskinan, itu bisa 
dikembangkan lebih baik lagi, yaitu usaha mikro, usaha kecil, 
usaha menengah, termasuk koperasi. 
Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip 
pembangunan yang berkelanjutan jika programnya dirancang 
dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan dari segi 
ekonomi maupun dari segi sosial. Berkelanjutan ekonomi berarti 
bahwa tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku ekonomi yang 
kuat terhadap yang lemah. Dalam kaitannya ini, maka perlu ada 
kelembagaan ekonomi yang menyediakan, menampung, dan 
memberikan akses bagi setiap pelaku.
10
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Proses pemberdayaan masyarakat sebagaimana 
digambarkan oleh United Nations meliputi:
11
 
1. Getting to know the local community. 
Mengetahui karekteristik masyarakat setempat (lokal) 
yang akan diberdayakan, termasuk pemberdayaan 
karekteristik yang memberdayakan masyarakat desa yang 
satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk 
memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal 
balik anara petugas dengan masyarakat. 
2. Gathering knowledge abaut the local community. 
Mengumpulan pengetahuan yang menyangkut 
informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan 
tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi 
penduduk menurut umur, seks, pekerjaan, ingkat 
pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan 
tentang nilai, sikap, ritual dan custum, jenis 
pengelompokan, serta faktor kepemimpinan yang baik 
formal maupun informal. 
3. Indentifying the local leaders. 
Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia 
jika tidak memperoleh hubungan dari pimpinana, tokoh-
tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor the local 
leaders harus selalu diperhitungkan karena mereka 
mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. 
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4. Stimulating the comunity to realize that it has promlems. 
Di dalam masyarakat yang terkait terhadap adat 
kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan 
meraka mempunya masalah yang perlu dipecahkan. Karena 
itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka 
sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu di 
pecahkan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi. 
5. Helping people to identify their most pressing problems. 
Masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk 
mendiskusikan masalahnya serta merumuskan masalahnya 
dalam suasana kebersamaan. Upaya pemberdayaan, seperti 
dikatakan Kartasasmita harus dilakukan tiga arah. Pertama 
menciptakan suasana iklim yang memungkinkan poyensi 
masyarakat berkembang. Setiap manusia telah memiliki 
potensi, sehingga pada saat melaksanakan maka 
pemerdayaan mengupayakan agar mendorong dan 
membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingkan 
potensi-potensi yang dimiliki. Kedua, memperkuat potensi 
atau daya yang dimiliki masyarakat artinya, langkah 
pemerdayaan di upayakan melaluai aski-aksinya, 
pendidikan, pelatihan, peningkat kesehatan, pemberian 
modal, lapangan kerja, pasar, dan prasarana lainnya. 
Ketiga, melindungi masyarakat hal ini bearti dalam 
memberdayakan masyarkat perlu di upayakan langkah-
langkah yang mencegah persaingan secara tidak seimbang. 
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2. Ekonomi masyarakat 
Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat 
merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh 
penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun di desa-
desa
12
. 
Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan 
kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat 
diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. 
Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui 
tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. 
Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat 
kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan
13
. 
Produksi, distribusi, dan konsumsi, merupakan rangkaian 
kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering 
disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini 
berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan 
masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara 
ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan 
(produksi) harus menikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang 
menikmati harus yang menghasilkan
14
. 
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Dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat 
adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang 
dengan secara swadaya mengelolah sumberdaya apapun yang 
dapat dikuasainya, dan ditunjukan untuk memenuhui kebutuhan 
dasarnya dan keluarganya.
15
 
Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada 
perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran 
ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. 
Bagan 1.1 Tingktan Ekonomi Masyarakat 
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1. 
STRUKTUR TINGKATAN EKONOMI 
MASYARAKAT 
MASYARAKAT 
TINGKAT MENENGAH 
MASYARAKAT 
MENENGAH KEBAWAH 
MASYARAKAT 
MENENGAH ATAS 
Mereka tidak terlalu 
memikirkan hidup yang 
bermewah-mewahan 
petani, buruh, tidak 
mempunyai pekerjaan 
tetap dan lain-lain 
Masyarakat ini sudah 
biasa mencukupi 
kebutuhan hidupnya, 
dan sudah mulai bisa 
membeli barang yang 
bersifat elit 
Masyarakat ini sudah 
bisa mendapatkan 
semua yang diinginkan, 
mereka sudah termasuk 
orang elit. 
Masyarakat pada level 
bawah yang hanya 
mendapatkan uang 
untuk makan saja 
Masyarakat menengah 
biasanya seperti 
pedagang 
Masyarakat tingkat atas 
adalah parang angota 
dewan, pengusa, para 
artis entertainer dan 
lain-lain. 
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3. Bumdes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat  
1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) : 
a. Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan 
menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, 
emansipatif, transparansi, akuntable,dan sustainable, 
dengan mekanisme member-base dan self help yang 
dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan 
dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan 
informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-
lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan 
peluang pasar dari produk(barang dan jasa) yang 
dihasilkan. 
b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas 
inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus 
mengutamakan perolehan modalnya berasal dari 
masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak 
menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh 
modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten 
atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman 
kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-
undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes 
tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). 
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c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan 
tersebut, akan direalisir diantaranya dengan cara 
memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif 
terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi 
praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan 
pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah 
BUMDes harus mampu mendidik masyarakat 
membiasakan menabung, dengan cara demikian akan 
dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat 
desa secara mandiri. 
d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan 
pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat 
desa itu. Disebarluaskan oleh sendiri, tetapi juga 
masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). 
Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh 
masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan 
potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran 
pajak didesa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap 
kewajibannya. 
e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang 
perlemen dapat pelayanan utama BUMDes adalah : 
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1. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan 
hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, 
sebagian besar memiliki mata pencaharian disektor 
pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi 
yang bersifat usaha informal. 
2. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong 
sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian 
penghasilannya untuk modal pengembangan usaha 
selanjutnya. 
3. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat 
mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga 
banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki 
modal lebih kuat. 
4. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya 
cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang 
memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk 
dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung 
memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil 
kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, 
maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri 
utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan 
sistem pengelolaanya. 
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5. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan 
untuk: 
a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
(standar pelayanan minimal), agar berkembang 
usaha masyarakat di desa. 
b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang 
otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif 
bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran 
dan peningkatan PADesa. 
c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa 
serta masyarakat dalam melakukan penguatan 
ekonomi di desa. 
2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) 
Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting 
untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan 
dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah 
desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan 
masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam 
mengelola BUMDes yaitu: 
1. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam 
BUMDesharus mampu melakukan kerjasama yang 
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baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup 
usahanya. 
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di 
dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau 
diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang 
dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di 
dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa 
memandang golongan, suku, dan agama. 
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap 
kepentingan masyarakat umum harus dapat 
diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan 
mudah dan terbuka. 
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat 
dipertanggung jawabkan secara teknis maupun 
administratif. 
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat 
dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat 
dalam wadah BUMDes. Terkait dengan 
implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka 
proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes 
diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan 
adanya penopang yakni dana anggaran desa yang 
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semakin besar. Sehingga memungkinkan 
ketersediaan permodalan yang cukup untuk 
pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka 
akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya 
dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. 
Hal utama yang penting dalam upaya penguatan 
ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama 
(cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin 
kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. 
Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) 
dalam upaya pengentasan kemiskinan, 
pengangguran, dan membuk akses pasar.
16
 
 
B. Kajian Terdahulu 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau 
mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, 
yaitu sebagai berikut: 
Singgih Tri Atmojo dengan judul skripsi “Peran Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Studi Kasus Pada 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan 
Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)”. tujuan dari penelitian ini adalah 
“Mendeskripsikan dan Menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa 
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(BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Temurejo, Kecamatan 
Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 
2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kulitatif. Berdasarkan 
hasil penelitian Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kinerja BUMDes 
terutama Kinerja BUMDes terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang-
Undangan dinilai berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat 
khususnya dalam hal Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai 
Dengan Kebutuhan Masyarakat. Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai 
standar operasional, pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian 
SHU,penetapan bunga dan standar persyaratan peminjaman dana telah 
dilaksanakan sesuai peraturan.
17
 
Berdasarkan hasil kajian dari peneliti terdahulu yang membedakan 
penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat ada beberapa aspek 
yaitu : 
a. Permasalahan yang dibahas tidak ada pada peneliti terdahulu, 
b. Lokasi penelitian berbeda dengan kajian terdahulu 
c. Kerangka pikir penulis beda dengan dengan kajian terdahulu. 
 
C. Kerangka Pikir 
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan 
konsep teoritis agar mudah dipahami. Selain itu konsep operasional juga 
berguna untuk mempermudah menjaring data-data di lapangan. BUMdes 
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sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui 
penyedian pelayanan sosial, dengan demikian bentuk BUMDes dapat 
beragam setiap desa di indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan potensi, 
sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Adapun maksud tujaun 
pendirian BUMDes adalah : 
1. Menumbuh kembangkan perokonomian desa. 
2. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa. 
3. Sebagai printis gegiatan usaha desa. 
Tujuan pembentukan BUMDes antara lain : 
1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber 
pendapatan yang sah. 
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi ekonomi masyarakat desa. 
3. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha masyarakat desa yang 
berpenghasilan rendah.
18
 
 “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik 
Desa (Bumdes) Masyarakat  Transmigrasi 2a Di Desa Sikebau Jaya 
KecamatanRokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu,” : Konsepsi Tradisi 
Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi 
pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial 
dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan 
BUM Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUM Desa 
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dapat dirumuskan menjadi 3 (tiga)Secara umum pendirian BUMDes 
dimaksudkan untuk indikator adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan 
minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa. 
2. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan 
usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, 
pengangguran dan peningkatan PADesa. 
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam 
melakukan penguatan ekonomi di desa.
19
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